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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Secara simultaan pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah berupa 

lingkungan pengendalian, penilian resiko, kegiatan pengendalian, informasi 

dan komunikasi dan pemantauan secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daearah 

kabupaten bone bolango. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 

baik system pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik juga 

kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bone bolango. 

2. Secara parsial pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah berupa 

lingkungan pengendalian, penilian resiko, kegiatan pengendalian, informasi 

dan komunikasi dan pemantauan terhadap kuaalitas laporan keuangan 

kabupaten bone bolango sebagai berikut : 

a. Secara parsial lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten bone bolango dengan 

besar kontribusi 0.428 atau 42.8%. hasil penelitian ini menunjukan  bahwa 

semakin baik lingkungan pengendalian maka kualitas laporan keuangan 

kabupaten bone bolango juga akan semakin baik. 

b. Secara parsial penilian resiko berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten bone bolango dengan 

besar kontribusi 0.158 atau 15.8%. 
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c. Secara parsial kegiatan pengendalian berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten bone bolango 

dengan besar kontribusi 0.005 atau 0,5%. 

d. Secara parsial informasi dan komunikasi berpengaruh negate dan tidak 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten bone bolango 

dengan besar kontribusi -0.014 atau -1,4%. 

e. Secara parsial pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan kabupaten bone boalngo dengan besar 

kontribusi 0.365 atau 36.5%. 

 

5.2. Saran 

Memperhatikan hasil penelitian dan berdasarkan kesimpulan diatas, 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Dari hasil analisis jawaban responden variabel kegiatan pengendalian 

bahwasanya ada beberapa indikator dengan persentasi kurang baik dan 

cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang 

perlu diperbaiki oleh pemerintah kabupaten bone bolango terkait dengan 

kegiatan pengendalian berupa perancangan dan penggunaan dokumen dan 

catatan yang memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan 

yang memadai, pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan, 

peninjauan atas kinerja. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah kabupaten 

bone bolango diharapkan dapat memperbaiki terakait dengan variable 

kegiatan pengendalian guna meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemrintah daerah kabupaten bone bolango. 
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2. Selain Sistem Pengendalian Intern masih banyak faktor yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan. Untuk itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan seperti personalia, pemahaman aparat mengenai standar akuntansi 

pemerintahan, dll. 

3.  Keterbatasan dari penelitian ini yaitu adanya tingkat kesibukan yang dimiliki 

oleh responden, sehingga dalam pengisian kuisioner terkadang responden 

terburu-buru dalam mengisinya tanpa membaca dengan teliti setiap 

pernyataan yang diajukan dalam kuisioner. Selain itu adanya kendala bersifat 

inheren dengan metode kuisioner terutama berkaitan dengan perasaan 

senang dan tidak senang, keseriusan dan faktor situasional lain ketika 

responden memberikan jawaban. Sehingga kedepan untuk peneliti yang ingin 

melaksanakan penelitian dengan topic yang sama agar lebih memperhatikan 

proses dalam memperoleh data dilapangan agar didapatkan data yang benar-

benar terpercaya. 
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